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Membahas efektivitas pengawasan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan berlangsung dan
tantangan struktural yuridis yang menghambat efektivitasnya. Otonomi daerah di
Indonesia memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan
menetapkan peraturan daerah, namun tetap dalam koridor hukum yang diawasi oleh
Pemerintah Pusat. Pengawasan ini menjadi penting, terutama mengingat kasus
pembatalan ribuan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat selama pemerintahan
Presiden Joko Widodo, yang disebabkan oleh pertentangan dengan kepentingan
nasional, investasi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan
menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan.
Penelitian bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan rekomendasi dalam
mengatasi kendala pengawasan hukum daerah. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan normatif-empiris agar
dapat memahami secara menyeluruh mekanisme hukum yang berlaku serta bagaimana
sistem pengawasan ini dapat diperbaiki. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan
dua cara utama, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan
preventif dilakukan sebelum peraturan daerah disahkan, bertujuan untuk mencegah
terjadinya kesalahan sejak awal. Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah
peraturan berlaku dan bertujuan untuk melakukan koreksi jika ditemukan adanya
pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) menjadi langkah utama dalam proses pengawasan. Evaluasi ini
memastikan bahwa peraturan daerah yang dirancang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan.
Jika Raperda atau Perda yang sudah ditetapkan dinilai bermasalah, maka pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk merevisi atau menyempurnakan isi peraturan
tersebut. Apabila pembenahan tidak dilakukan, Pemerintah Pusat berwenang untuk
membatalkan peraturan daerah tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan Perda oleh
Pemerintah Pusat, daerah masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam
waktu 14 hari setelah pembatalan diterima. Keberatan dari Gubernur untuk Perda
Provinsi dapat diajukan kepada Presiden, sementara keberatan dari Bupati atau
Walikota untuk Perda Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.
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Mekanisme pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan struktural yang
menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber
daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas kurang memadai dalam
proses pengawasan. Selain itu, kekurangan kapasitas institusi menjadi kendala
tersendiri, termasuk kurangnya pemahaman teknis di tingkat pemerintah daerah terkait
dengan prosedur penyusunan dan evaluasi peraturan. Di beberapa kasus, peraturan
daerah yang dibuat tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal, sehingga menyebabkan
ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Masalah lain yang dihadapi adalah
ketidakpatuhan dan lemahnya penegakan hukum. Masih banyak daerah yang tidak
menindaklanjuti keputusan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, sehingga
peraturan yang sebenarnya sudah tidak berlaku tetap diberlakukan di tingkat daerah.
Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan
daerah menjadi masalah serius. Kurangnya keterlibatan publik menyebabkan banyak
peraturan daerah yang tidak mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Tantangan lainnya adalah perubahan kepemimpinan di daerah yang sering kali
menyebabkan pergeseran kebijakan dan prioritas, sehingga sulit untuk menjaga
konsistensi dalam pembuatan peraturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan struktural ini, diperlukan pendekatan yang lebih
komprehensif. Pemerintah harus melakukan penyederhanaan birokrasi agar sistem
pengawasan berjalan cepat dan efisien. Reformasi birokrasi diperlukan, terutama
dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam
sistem pengawasan hukum daerah. Pemerintahan birokrasi yang lebih efektif perlu
diterapkan lewat peningkatan transparansi, kolaborasi antarinstansi, dan keterbukaan
informasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan strategi-strategi
khusus seperti penyederhanaan prosedur administrasi dalam pembentukan dan
pengawasan Perda dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem ini.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Peraturan
Daerah oleh Pemerintah Pusat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa
produk hukum daerah selaras dengan kepentingan nasional. Evaluasi terhadap Raperda
dan Perda menjadi instrumen utama dalam mengontrol agar peraturan yang dibuat
tetap sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak menghambat investasi
serta perkembangan ekonomi. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan
sumber daya, kapasitas institusi yang belum memadai, serta minimnya partisipasi
publik masih menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan ini. Oleh karena
itu, dibutuhkan strategi yang lebih baik dalam reformasi birokrasi dan penyederhanaan
sistem pengawasan. Selain itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses
pembuatan peraturan daerah harus lebih ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan
benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan sistem
pengawasan yang lebih responsif dan efektif, tujuan utama dari sistem desentralisasi
dalam pemerintahan dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan nasional
serta prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam
mengenai bagaimana mekanisme pengawasan Peraturan Daerah dapat ditingkatkan
dan bagaimana Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dapat bekerja sama untuk
menciptakan kebijakan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan
Masyarakat.
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KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUKHUKUM
DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN

Erland Bhadrika Suseno
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis secara teoritis mengenai
efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
mengidentifikasi tantangan strurural yuridis dalam proses pengawasan produk hukum
daerah oleh Pemerintah Pusat.

Menurut hasil penelitian skripsi ini diperoleh hasil pertama, efektivitas mekanisme
pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengedepankan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) sebelum disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sehingga mekanisme
pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan
kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau
kesusilaan dimana apabila bisa diterima maka dapat ditetapkan, atau sebaliknya
apabila tidak ada kesesuaian maka Raperda dan Perda direvisi atau disempurnakan.
Apabila Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
maka bisa dibatalkan. Dalam hal ada keberatan, untuk Perda Provinsi Gubernur bisa
mengajukannya kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan
diterima; untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bisa mengajukan keberatan
kepada Menteri terkait paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima.
Kedua, tantangan struktural yuridis dalam proses pengawasan produk hukum daerah
oleh Pemerintah Pusat seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan yang bisa
mempengaruhi efektivitas yaitu: 1) keterbatasan sumber daya, 2) kekurangan kapasitas
institusi; 3) kesesuaian dengan kondisi lokal; 4) ketidakpatuhan dan penegakan
hukum; 5) partisipasi masyarakat yang rendah; dan 6) perubahan kepemimpinan dan
prioritas. Untuk mengatasi tantangan struktural yuridis tersebut memerlukan
pendekatan yang komprehensif dengan: 1) Penyederhanaan birokrasi di pemerintah;
2) Reformasi birokrasi; 3) perwujudan pemerintahan birokrasi yang efektif; dan 4)
Penerapan strategi-strategi yang tepat dan sesuai dengan prinsip pembentukan
peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: kontrol pemerintah, produk hukum daerah, mekanisme, pengawasan.
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